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| PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

_Bahwa untuk melaksanakan pasal 330 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo.PermendagriNomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkanPeraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
‘Pengelolaan Keuangan Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana_tersebutpada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah.

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang PembentukanDaerah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangroe Aceh
‘Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun‘2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negera Republik‘Indonesia Nomor 4351):
‘Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang'‘Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas_ dari
‘Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
‘Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
‘Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
‘Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang‘Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara‘Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran‘Negara Republik Indonesia Nomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasionaj (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574);14.Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

b

139, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4577);
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17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang‘Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 4578);18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang‘Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005‘Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia‘Nomor 45885);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
‘tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhirdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun.2007 tentang Pedoman ;

20:Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG SISTEMDAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewag Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK)Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati, Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

2.

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

3.

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hakdan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meltiputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan daerah.

5.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati danSatuan Kerja Perangkat Daerah.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang.

7.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

8.
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anggaran/penggunabarang,yangjugamelaksanakanpengelolaankeuangan daerah.

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,selanjutnyadisingkatAPBD adalahrencanakeuangantahunanpemerintahandaerahyangdibahasdan
disetujuibersamaolehpemerintahdaerahdanDPRD,danditetapkandengan PeraturanDaerah.

KepalaDaerah'adalahBupatiBenerMeriah
PemegangKekuasaanPengelolaanKeuanganDaerahadalahkepaladaerah
yangkarena:jabatannyamempunyaikewenanganmenyelenggarakan keseluruhanpengelolaankeuangandaerah.

3]

PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkatPPKDadalah
kepalasatuankerjapengelolakeuangandaerahyangselanjutnyadisebut
dengankepalaSKPKDyangmempunyaitugasmelaksanakanpengelolaan APBDdanbertindaksebagaiBendaharaUmumDaerah(BUD).
BendaharaUmumDaerahyangselanjutnyadisingkatBUDadalahPPKDyang bertindakdalam

kapasitassebagaibendaharaumumdaerah.
KuasaBendaharaUmumDaerahyangselanjutnyadisingkatKuasaBUD adalahpejabatyangdiberikuasauntukmelaksanakansebagiantugasBUD.
PejabatPenatausahaanKeuanganSKPDyangselanjutnyadisingkatPPK- SKPDadalah

pejabat
yangmelaksanakanfungsitatausahakeuanganpada SKPD.

PenggunaAnggaranadalahpejabatpemegangkewenanganpenggunaan anggaranuntukmelaksanakantugaspokokdanfungsiSKPDyang dipimpinnya.

PenggunaBarangadalahpejabatpemegangkewenanganpenggunaan barangmilikdaerah.
KuasaPenggunaAnggaranadalahpejabatyangdiberikuasauntuk melaksanakansebagiankewenanganpenggunaanggarandalam melaksanakansebagiantugasdanfungsiSKPD.
PejabatPelaksanaTeknisKegiatanyangselanjutnyadisingkatPPTKadalah pejabatpadaunitkerjaSKPDyangmelaksanakansatuataubeberapa kegiatandarisuatuprogramsesuaidenganbidangtugasnya.
BendaharaPenerimaanadalahPejabatFungsionalyangditunjukuntuk
menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan,

~

dan mempertanggungjawabkanuangpendapatandaerahdalam_rangka pelaksanaanAPBDpadaSKPD.
BendaharaPengeluaranadalahPejabatFungsionalyangditunjukmenerima, menyimpan,membayarkan,menatausahakan,danmempertanggungjawabkan uanguntukkeperluanbelanjadaerahdalamrangkapelaksanaanAPBDpada SKPD.
Entitaspelaporanadalahunitpemerintahanyangterdiriatassatuataulebih entitasakuntansiyangmenurutketentuanperaturanperundang-undangan wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanberupalaporankeuangan.
Entitasakuntansiadalahunitpemerintahanpenggunaanggaran/pengguna barangdanolehkarenanyawajibmenyelenggarakanakuntansidanmenyusun laporankeuanganuntukdigabungkanpadaentitaspelaporan. n k

UnitkerjaadalahbagiandariSKPDyangmelaksanakansatuataubeberapa program.
}

RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyangselanjutnyadisingkat RPJMDadalahdokumenperencanaanuntukperiode5(lima)tahun.
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RencanaPembangunanTahunanDaerah,selanjutnyadisebutRencanaKerja PemerintahDaerah(RKPD),adalahdokumenperencanaanDaerahuntuk
periode1(satu)tahun.
TimAnggaranPemerintahDaerahyangselanjutnyadisingkatTAPDadalah
timyangdibentukdengankeputusanKepalaDaerahdandipimpinoleh
SekretarisDaerahyangmempunyaitugasmenyiapkansertamelaksanakan
kebijakankepaladaerahdalamrangkapenyusunanAPBDyanganggotanya terdiridaripejabatperencanadaerah,PPKDdanpejabatlainnyasesuai
dengankebutuhan.

KebijakanUmumAPBDyangselanjutnyadisingkatKUAadalahdokumen
yangmemuatkebijakanbidangpendapatan,belanja,danpembiayaanserta
asumsiyangmendasarinyauntukperiode1(satu)tahun.
PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayangselanjutnyadisingkatPPAS adalahrancanganprogramprioritasdanpatokanbatasmaksimalanggaran
yangdiberikankepadaSKPDuntuksetiapprogramsebagaiacuandalam
penyusunanRKA-SKPDsebelumdisepakatidenganDPRD.
PrioritasdanPlafonAnggaranygngselanjutnyadisingkatPPAadalahprogram
prioritasdanpatokanbatasmaksimalanggaranyangdiberikankepadaSKPD untuksetiapprogramsebagaiacuandalampenyusunanRKA-SKPDsetelah
disepakatidenganDPRD.
RencanaKerjadanAnggaranSKPDyangselanjutnyadisingkatRKA-SKPD
adalahdokumen:perencanaandanpenganggaranyangberisirencana
pendapatan,rencanabelanjaprogramdankegiatanSKPDsertarencana
pembiayaansebagaidasarpenyusunanAPBD.
KerangkaPengeluaranJangkaMenengahadalahpendekatanpenganggaran berdasarkankebijakan,denganpengambilankeputusanterhadapkebijakan tersebutdilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggaran,dengan
mempertimbangkanimplikasibiayaakibatkeputusanyangbersangkutanpada tahunberikutnyayangdituangkandalamprakiraanmaju.
PrakiraanMaju(forwardestimate)adalahperhitungankebutuhandanauntuk
tahunanggaranberikutnyadaritahunyangdirencanakangunamemastikan
kesinambunganprogramdankegiatanyangtelahdisetujuidanmenjadidasar
penyusunananggarantahunberikutnya.
Kinerjaadalahkeluaran/hasildarikegiatan/programyangakanatautelah
dicapaisehubungandenganpenggunaananggarandengankuantitasdan
kualitasyangterukur.

PenganggaranTerpadu(unifiedbudgeting)adalahpenyusunanrencana
keuangantahunanyangdilakukansecaraterintegrasiuntukseluruhjenis
belanjagunamelaksanakankegiatanpemerintahanyangdidasarkanpada
prinsippencapaianefisiensialokasidana.

Fungsiadalahperwujudantugaskepemerintahandibidangtertentuyang dilaksanakandalamrangkamencapaitujuanpembangunannasional:.
UrusanPemerintahanadalahfungsi-fungsiPemerintahanyangmenjadihak dankewajibansetiaptingkatandan/ataususunanpemerintahanuntuk
mengaturdanmengurusfungsi-fungsitersebutyangmenjadikewenangannya dalamrangkamelindungi,melayani,memberdayakan,danmensejahterakan
masyarakat.
ProgramadalahpenjabarankebijakanSKPDdalambentukupayayangberisi satuataulebihkegiatandenganmenggunakansumberdayayangdisediakan untukmencapaihasilyangterukursesuaidenganmisiSKPD.
Kegiatanadalahbagiandariprogramyangdilaksanakanolehsatuataulebih unitkerjapadaSKPDsebagaibagiandaripencapaiansasaranterukurpada Suatuprogramdanterdiridarisekumpulantindakanpengerahansumberdaya
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baikyangberupapersonil(sumberdayamanusia),barangmodaltermasuk
peralatandanteknologi,dana,ataukombinasidaribeberapaataukesemua
jenissumberdayatersebutsebagaimasukan(input)untukmenghasilkan keluaran(output)dalambentukbarang/jasa.
Sasaran(target)adalahhasilyangdiharapkandarisuatuprogramatau keluaranyangdiharapkandarisuatukegiatan.
Keluaran(output)adalahbarangataujasayangdihasilkanolehkegiatanyang dilaksanakanuntukmendukungpencapaiansasarandantujuanprogramdan
kebijakan.
Hasil(outcome)adalahsegalasesuatuyangmencerminkanberfungsinya keluarandarikegiatan-kegiatandalamsatuprogram.
KasUmumDaerahadalahtempetpenyimpananuangdaerahyangditentukan olehkepaladaerahuntukmenampungseluruhpenerimaandaerahdan
digunakanuntukmembayarseluruhpengeluarandaerah.
RekeningKasUmumDaerahadalahrekeningtempatpenyimpananuang daerahyangditentukanolehkepaladaerahuntukmenampungseluruh
penerimaandaerahdandigunakanuntukmembayarseluruhpengeluaran daerahpadabankyangditetapkan.
PenerimaanDaerahadalahuangyangmasukkekasdaerah.
PengeluaranDaerahadalahuangyangkeluardariKasDaerah.
PendapatanDaetahadalahhakpemerintahdaerahyangdiakuisebagai penambahnilaikekayaanbersih.
BelanjaDaerahadalahkewajibanpemerintahdaerahyangdiakuisebagai pengurangnilaikekayaanbersih.

SurplusAnggaranDaerahadalahselisihlebihantarapendapatandaerahdan belanjadaerah.
DefisitAnggaranDaerahadalahselisihkurangantarapendapatandaerahdan belanjadaerah.

PembiayaanDaerahadalahsemuapenerimaanyangperludibayarkembali dan/ataupengeluaranyangakanditerimakembali,baikpadatahunanggaran yangbersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.
SisaLebihPerhitunganAnggaranyangselanjutnyadisingkatSiLPAadalah selisihlebihrealisasipenerimaandanpengeluarananggaranselamasatu periodeanggaran.
PinjamanDaerahadalahsemuatransaksiyangmengakibatkandaerah menerimasejumiahuangataumenerimamanfaatyangbernilaiuangdari pihaklainsehinggadaerahdibebanikewajibanuntukmembayaikembali.
PiutangDaerahadalahjumlahuangyangwajibdibayarkepadapemerintah daerahdan/atauhakpemerintahdaerahyangdapatdinilaidenganuang sebagaiakibatperjanjianatauakibatlainnyaberdasarkanperaturan perundang-undanganatauakibatlainnyayangsah.
UtangDaerahadalahjumlahuangyangwajibdibayarpemerintahdaerah dan/ataukewajibanpemerintahdaerahyangdapatdinilaidenganuang berdasarkanperaturanperundang-undangan,perjanjian,atauberdasarkan sebablainnyayangsah.
DanaCadanganadalahdanayangdisisihkangunamendanaikegiatanyang memerlukandanarelatifbesaryangtidakdapatdipenuhidalamsatutahun anggaran.
Investasiadalahpenggunaanasetuntukmemperolehmanfaatekonomis sepertibunga,deviden,royalti,manfaatsosialdan/ataumanfaatlainnya
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sehinggadapatmeningkatkankemampuanpemerintahdalamrangka pelayanankepadamasyarakat.
DokumenPelaksanaanAnggaranSKPDyangselanjutnyadisingkatDPA- SKPDadalahdokumenyangmemuatpendapatan,belanjadanpembiayaan yangdigunakansebagaidasarpelaksanaananggaranolehpengguna anggaran.°
DokumenPelaksanaanPerubahanAnggaranSKPDyangselanjutnya disingkatDPPA-SKPDadalahdokumenyangmemuatperubahanpendapatan, belanjadanpembiayaanyangdigunakansebagaidasarpelaksanaan perubahananggaranolehpenggunaanggaran.
AnggaranKasadalahdokumenperkiraanaruskasmasukyangbersumber daripenerimaandanperkiraanaruskaskeluaruntukmengaturketersediaan danayangcukupgunamendanaipelaksanaankegiatandalamsetiapperiode. SuratPenyediaanDanayangselanjutnyadisingkatSPDadalahdokumen yangmenyatakantersedianyadanauntukmelaksanakankegiatansebagai dasarpenerbitanSPP.
SuratPermintaanPembayaranyangselanjutnyadisingkatSPPadalah dokumenyangditerbitkanolehpejabatyangbertanggungjawabatas pelaksanaankegiatan/bendaharapengeluaranuntukmengajukanpermintaan pembayaran.
SPPUangPersediaanyangselanjutnyadisingkatSPP-UPadalahdokumen yangdiajukanolehbendaharapengeluaranuntukpermintaanuangmukakerja yangbersifatpengisiankembali(revolving)yangtidakdapatdilakukandengan pembayaranlangsung.
SPPGantiUangPersediaanyangselanjutnyadisingkatSPP-GUadalah dokumenyangdiajukanolehbendaharapengeluaranuntukpermintaan penggantiuangpersediaanyangtidakdapatdilakukandenganpembayaran langsung.
SPPTambahanUangPersediaanyangselanjutnyadisingkatSPP-TUadalah dokumenyangdiajukanolehbendaharapengeluaranuntukpermintaan tambahanuangpersediaangunamelaksanakankegiatanSKPDyangbersifat mendesakdantidakdapatdigunakanuntukpembayaranlangsungdanuang persediaan.
SPPLangsungyangselanjutnyadisingkatSPP-LSadalahdokumenyang diajukanolehbendahara

pengeluaranuntukpermintaanpembayaranlangsung kepadapihakketigaatasdasarperjanjiankontrakkerjaatausuratperintah kerjalainnyadanpembayarangajidenganjumlah,penerima,peruntukan,dan waktupembayarantertentuyangdokumennyadisiapkanolehPPTK. SuratPerintahMembayaryangselanjutnyadisingkatSPMadalahdokumen yangdigunakan/diterbitkanolehpenggunaanggaran/kuasapengguna anggaranuntukpenerbitanSP2DatasbebanpengeluaranDPA-SKPD. SuratPerintahMembayarUangPersediaanyangselanjutnyadisingkatSPM- UPadalahdokumenyangditerbitkanolehpenggunaanggaran/kuasa penggunaanggaranuntukpenerbitanSP2Datasbebanbebanpengeluaran DPA-SKPDyangdipergunakansebagaiuangpersediaanuntukmendanai kegiatan.
SuratPerintahMembayarGantiUangPersediaanyangselanjutnyadisingkat SPM-GUadalahdokumenyangditerbitkanolehpenggunaanggaran/kuasa penggunaanggaranuntukpenerbitanSP2DatasbebanpengeluaranDPA- SKPDyangdananyadipergunakanuntukmenggantiuangpersediaanyang telahdibelanjakan.
SuratPerintahMembayarTambahanUangPersediaanyangselanjutnya disingkatSPM-TUadalahdokumenyangditerbitkanolehpengguna
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anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas

Pasal 2

Ruang lingkup dan uraian lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

a.

b.

Lampiran | : Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui
Bendahara Penerimaan;

Lampiran Il : Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui
Bendahara Penerimaan Pembantu

Lampiran {il : Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bank

in

Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga
Keuangan, dan/atau Kantor Pos

Lampiran IV : Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan

Lampiran V : Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu

Lampiran V! : Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan
.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Lampiran VII : Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-
SKPD;

Lampiran VIII : Sistem dan Prosedur Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD;

Lampiran IX : Sistem dan Prosedur Anggaran Kas dan Sistem dan
Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana

Lampiran X : Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP);

Lampiran XI : Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM);

Lampiran XII : Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)

Lampiran XIll_ : “Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Uang

d.

e.

f.

g.

j.

k.

Persediaan (UP);
Lampiran XIV : Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat
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Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran
o. Lampiran XV : Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat

. Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu
q. Lampiran XVI : Sistem dan Prosedur Akuntansi Pada SKPD
r. Lampiran XVII : Sistem dan Prosedur Akuntansi Pada PPKD
s. Lampiran XVIIl_ : Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di: Simpang Tiga Redelong
Pada Tanggal: o7 Maret 2011

TI BENER\MERIA

GORE ABUBAKARER\

Diundangkan di Simpang Tiga Redelong
Pada Tanggal Maret 2011
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